BUPATI KAUR
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR /7 TAHUN 2015

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN FIMFINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR
MASA BAKTI 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
‘ BUPATI KAUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas
Anggota DPRD, kepada vang bersangkutan diberikan
tunjangan perumahan;

b. bahwa dengan adanya perubahan besaran tunjangan
perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Kaur, maka Peraturan Bupati Kaur Nomor 10 Tahun 2014

. tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota

DPRD Kabupaten Kaur, perlu dilakukan penyesuaian ;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kaur.

Mengingat 1 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nemeor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4266};
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400];

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lemmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2416, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokeoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (lenlang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAUR MASA BAKTI 2014-2019

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kaur.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyclenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Q Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Bupati adalah Bupati Kaur.
5. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kaur.

BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN

g

Pasal 2
Dengan Peraturan ini ditetapkan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Kaur.

Pasal 3

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ditetapkan dengan
mempertimbangkan asas kepatutan, asas kewajaran dan asas rasionalitas serta
“ standar harga sewa rumah yang berlaku di Kabupaten Kaur.

Pasal 4

Besarnya lunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan
dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

1. Ketua : Rp. 5.000.000,00,- /bulan;

2. Wakil Ketua : Rp. 4.500.000,00,-/bulan; dan

3. Anggota : Rp. 4.000.000,00,-/bulan.
Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lelah
disediakan dan menempati rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota
DPRD, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 6

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan setiap
bulan terhitung mulai tanggal 2 Januan 2015,

CEMRETARIAT DAERRH KREUFATEN KAUR
BAGIAN HUKUN
Hivhinds e e Cryr—epey

-

TELRTOIE i, | PARAT
D!TLL![ihEE'.—.‘.l‘.F.:‘.%i _|




Pasal 7

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun
2014 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Kaur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 04 Februari 2015
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Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 05 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH

{
NANDAR MUNADI, 8.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2015 NOMOR : 259
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